PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.5.3/ 137 /2025

TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR INSTANSI PENGUKURAN INDEKS
KUALITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2020 tentang Roatd Map Reformasi Birokrasi 2020-
2024, perlu membentuk Koordinator Instansi
Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan
Koordinator Instansi Pengukuran Indeks Kualitas
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Aceh
Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);




10.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6647);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur
Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1226);

Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2025 Nomor 778) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 23 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh
Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 796);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR INSTANSI PENGUKURAN
INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025,
Menunjuk Saudara Zimi Syahputra, S. Sos Nip.
198403302011031001 Jabatan Analis Kebijakan Ahli
Muda, Unit Kerja Bagian Organisasi Setdakab Aceh
Singkil sebagai Koordinator Instansi Pengukuran Indeks
Kualitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2025.

Koordinator Instansi Pengukuran Indeks Kualitas

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun

Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum

kesatu mempunyai tugas:

a. menjadi penanggung jawab komunikasi dan
koordinasi dengan Koordinator Nasional;

b. mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan
pembangunan strategis untuk diajukan menjadi objek
pengukuran yang telah di tentukan Tim Analis Instansi
Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah
kabupaten Aceh Singkil;

c. mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai
objek pengukuran kepada Tim Analis Instansi untuk
dilakukan penilaian mandiri (Self-assessment) dan
pemenuhan bukti dukung;

d. Mengirimkan hasil penilaian mandiri (Self-assessment)
ke koodinator Nasional yang disampaikan oleh Tim
Analis Instansi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan;
dan

e. mengirimkan kembali kepada koordinator Nasional
hasil catatan verifikasi yang telah ditindaklanjuti oleh
Tim Analis Instansi Pengukuran indeks kualitas
kebijakan.

Dalam melaksanakan tugas, Koordinator Instansi

Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah

Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025

bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten

Aceh Singkil.




KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta
sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan Pengguna Anggaran ini akan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 93 Auy 11t
21 O"Lu[(tmd'. luwb #
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Salinan dari Keputusan ini disampaikan
kepada:

18

2.

Inspektur Inspektorat Kabupaten
Aceh Singkil di Singkil;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Singkil di Singkil.



